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i

bahwa dalam rangka memenuhi Jjumlah kebutuhan
Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB),
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) untuk tahun
Pelajaran 1990/1991, di pandang perlu membuka TK,
SLB, SLTP, SLTA Negeri baru dan menegerikan SLTP
dan SLTA swasta yanqg telah memenuhi peérsyaratan ‘
untuk menjadi SLTP dan SLTA Negeri.

1. Undang-undang Nomoi~ 2 Tahun 1989,
2. Peraturan Pemerirtah Nomor 28 dan 29 Tahun

1990.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia

a. Nomor 44 Tahun 1974;

b. Nomor 45/M Tahun 1983:

c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah
dirubah/ditambah terakhir dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
1890; '

d. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah
dirubah/ditambah terakhir dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia.Nomor 6 Tahun _
1888 dan Instruxsi Presiden .Nomor 1 Tahun - !
1980; ‘

e. Nomor 226/M Tahun 1986;

f. Nomor 64/M Tahun 1988.




4. Keputusan Manteri fendi<ikan can ¥ebudayaan

a. Nomor 0295/0/1378 tanggal ? september 1978;

b. Nomor 0296/0/18.8 tanggal  September 1978;

c. Nomor 0370/0/1u78 aan Nomor 0371/0/1978
tanggal 22 Des:2mber 1178,

d. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mey 1979,

e. Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September
1980; %

f£. Nomor 0173/0,1983 tanggal 14 Maret 1983;

g. Nomor 0248/U/1935 tanggal 5 Juni 1985;

h. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987
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Memperhatikan: Surat Paersetujuan Menteri Negara Pandayagun~an
Aparatur Negara Nomor Bg-277/1/1981 tanggal 25
Maret 1991.

MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

Pertama . liembuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa
(sLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan
sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri sertarf
menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah
memenuhi persyaratan menjadi SLTP dan SLTA Negeri._i
di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana:;

| tercantum dalam Lampiran VI Keputusén int. 3

Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi
dan tata kerja sert.a struktur oraganrisasi TK, SLB,
. SLTP dan SLTA Neger  sebagaimana tercantum dalam
) Lampiran 1, 11, III, 1V, dan V pada diktum
pertaina diatur secuai dengan ketentuan da]am
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebucayaan
a. Nomor 0295/0/1973 tangoal 2 September 1978;
b. Nomor 0296/0/1978& tanggal 3 September 1975;
: c. Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; :
3 d. Nemor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; ;
6. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979. k

Ketiga . Menugaskan kepada Kepala Kantor wWilayah Departemen
Pendidikan dar Kebudayaan di Propinsi untuk
melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah
yang berada di wilayahnya.
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SALINAN

Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini

bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata

anggaran yang relevan dengan 1tu sebagaimana

tersebut pada kolom 7 Lampiran VI Keputusan ini.

Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah

a. TK Negeri ada 59 buah;
b. SLB HNegeri ada 23 buah;
c. SMP Negeri ada 7.178 buah;
d. SMA Negeri ada 1.722 buah:
e. SMT Pertanian Negeri aca 29 buah;
f. SMIK Negeri1 ada 9 buah.
terdapat di 27 (wua puluh tujuh) Propinsi d»

Indonesia. 2

Hal-hal lain yang be'um diatur dalam Keputusan ini

akan diatur 1lebih lanjut dalam ketentuan
tersendiri.
Keputusan 1ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan dan berluaku surut tangga? 1 April 1991./

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Me1 1891

MENTERI PENDIDIKAN‘DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.

sekretaris Jenderal
£rd.

BAMBANG TRTANTORO

Keputusan ini disampaikan



EIEIN;AN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nerara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemern Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal dalam linpjapmyen Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan,

5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembanyant Pendidikan dan Kebudayaan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

6. Semua Sekretaris Direictorat Jenderal, Inopektorat Jenderal, d&an H=dan
Penelitian dan Pengembanean Pendidixan dan rebudayaan dalam 1ingkungan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

7. Semua Direktorat, Biro, Musat, Inspekiur dan Perum dalam lingkungan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ’

8. Semua Kepala K.untor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di
Propinsi,

9. Semua Gubernur Xepala Dacrah Tingkat I di Propinsi,

10. Badan Administrasi Kepegawalan leygara,

11. Badan Pemeriksa Keuangan,

12. D'rektorat Jenderal Anggaran Departemer Keuangan,

13. Kantor Perbendaharaan Neyara selempat, &
14, Yang bersangkutan unbuk diper ~makan s periunya.
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